
G {Ji}gRIT Lr R GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GoRoNT/TLo

NOMOR 6' TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PE]LAKSANA TEKNIS DINASPADA DINAS KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PRO'WNSI GORONTALO

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH/\ ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan pasal LT perahrran Daerah Nomor L2
Tahun 2013 tentang organisasi dan'lata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk organisiasi
dan Tata Kerja Unit Teknis pelakvrna Teknis pada Di:eas
Keuangan dan Aset Daerah provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkar':r peraturan Gubemur
Gorontalo tentang pembentukan org:anisasi dan Tata Kerja
unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Keuangan dan Asset
Daerah Provinsi Gorontalo;

Undang-undang Nomor 8 Tahun lgi'4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 5s, Tambahan Lernbaran Negara Reputrlik
Indonesia Nomor 3o4l) sebagaimaner tetah diubah deng;an
undang-undang Nomor 43 Tahun Lggt) Nomor 169, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3S9Oh
undang-undang Nomor 38 Tahun 2ooa tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ooo Nomor 2s8, Tambahan l,ernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO6O);

undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo,+ tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg;ara Republik Indonesia
Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oog tenta_ng
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (kmb,aran Negara Repubjtik
Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 48aal;
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4. undang-undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dran pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos tentang Da"na
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor r37, Tambahan Lemlraran Negara Republik
Indonesia Nomor 4STSI;

6. Peraturan Pemerintah Nomor s6 Tahrrn 20os tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 13g,, Tambahan Iembar.an
Negara Republik Indonesia Nomor 4STe);

7. Peraturan pemerintah Nomor sg rahun 200s
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemrraran Negara
Indonesia Tahun 2OOS Nomor I4A, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4STgl;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahu' 2oo5 tentang pedoman

Pembinaan dan pengawasan penyelerrggaraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
Nomor 165, Tambahan Lembaran Neg;ara Republik Indonesia
Nomor a593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oo7 tentang
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,

Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daer'h
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr:n
2ao7 Nomor 92, Tambahan Lemberan Negara Repubi.ik
Indonesia Nomor 47371;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor g9, Tamb,ahan L,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7all;

11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2oL3 tentang organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Gorontalo (Lembareur
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambaheu:
Lembaran Daerah provinsi Gorontalo Nomor l0).

MEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TEI\TTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELA.KSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINI]I
GORONTALO

tentamg

Repubilik

[cmbaran
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BAB I
KETENTUAN UMUM

pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah otonomi provinsi Gorontaro
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan uru{ian

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DpRD menumt asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluras_
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepuLrlik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang_Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Burpati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dinas adalah Dinas Keuangan dan Aset Daerah provi'si

Gorontalo.

6. unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat uprD adal^h
unit pelaksana teknis pada Dinas Keuangan Daerah provi'si
Gorontalo.

7 ' Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keuan.agan dan Asset Daerah
Provinsi Gorontalo.

8. Kepala uprD adalah kepala unit pelaksrana teknis pada Din.s
Keuangan Daerah dan Aset Daerah provinssi Gorontaro.

9. sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap selanjutnlra
disingkat SAMSAT

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit pelaksana Tekn:is

pada Dinas Keuangan dan Asset Daerah provinsi Gorontaro;
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (lf terdiri dari:

a. UPTD Wilayah I;
b. UPTD Wilayah ll;dan,
c. UPTD Wilayah III.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3
UPTD merupakan unsur pelaksana teknis olcerasional dinas yang
dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah darr
bertanggungjawab kepada kepala dinas.

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Bagian Kedua

Tugas

Pasai 4
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis clinas
dalam hal pemungutan pajak daerah.

Bagian Ketiga
L - : : n r : c i

^  q i  i * J r

p".."f S
Dalam inelaksanakan tugasn}'a, uprD rn3n.,'elengga:akan f,+ngsi :
a. melaksanakan pendataan vi,ajib pqiak;
h.  melaksanakan penghi t r - rng".n pajak;
c. melaksanakan penetapan pajak;
d. meiaksanakan oenagihan oa_.iak:
e. melaksanakan penyetoran pajak;
f' melaksanakan penerbitan surat keterangir.n yang berkaitan derrgarL

perpajakan;

g. memproses keberaran wajib pajak;
h. membuat evaluasi terhadap penerimaan pra;ak daerah;
i. rnerryusun iaporarr.

BAB IV

ORGAi\iiSASi

Bagran Kesatu

UPTD Wiiayah i

Fasai 6

{1} Susunan orgariisasi UPTD Wiia5;ah i seloagaitnana dimaksud
,jaiarii Pasai 2 a=1ai (2i hrii:ui a ierciiri dar.l :
a. Kepala TTPTD;
b. Sub Bagian Tata U:aha;d.an
c. 2 (dua) Seksi Pela_1'2nsn Sarnsat;

!,2) Seksl peia;-'at-'e.t S=-msat sehagaina-na dime-k_qr_rd pada ava.t {l}
huruf c terdiri dari :
a. Seksi peiayanan Samsat Kota Goronta.lo; dan,
b. Seksi Pelayanan Samsat Kabupaten Bone Bolango.

(3) struktur organisasi uprD wiiayah i sebagaimana tercanrum
pada Lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

UPTD Wilayah II

Pasal 7
(1) susunan organisasi uprD wilayah II sebagaimana dimaks,ud

daiam Pasal 2 ayat {2) huruf b terdiri dari :
a. Kepala UPTD;

b, Sub Bagian Tata Usaha;dan,

c. 2 (dua) Seksi Pelayanan Samsat;
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t2) seksi pelayanan sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1) hurrl' c
terdiri dari :

a. seksi peiayanan Samsat Kabupaten (Sorontalo; dan,
b. seksi Pelayanan samsat Kabupaten (lorontalo utara;

(3) Struktur organisasi UPTD Wiiayah ii sebagaimana tercantum
pada Lampiran II peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

UPTD Wilayah IIi

Pasai 8
(1) Susunan organisasr UprD wrlayah III sebagaimana dimaksucl

daiam Pasai 2 a.yat (2i irur=uf c tei.ciir=i rjar.i :
a. Kepaia vPTD;
b. Sub tsagian Tata Usaha;dan
c. 3 (iiga) Seksi Feiayanaii Sainsai.

i2) Seksi pela3.s1i"n sebagaimana dirnaksud pada alrat {1) hun:f c
i ce , - l :  r i  , - {  -  - i
L L r q l A i  U q r I  .

a. Seksi pelayanan Samsat Kabupaten Eioalemo;
b. Seks! Pe ie,r'=-ne-n S am*sat !.=bupatel p's!11r.r.r-q 14 ;
c. Seksi Pelayanan Samsat di Kecamatan popayato

i3l Strr-ikti-ir Orga-itisasi i-iPTD Wilavah ill seba,ga,ima-na. tercanri_rm
pada Lampiran III peraturan Gubernur ini.

tsAI3 V

Tara Keria

Pasai 9
(l) Dalam melaksanakan tugasnya Kepaia {Jp,l-D bertanggung la,uuab

kepada Kepaia Dinas.
(2,1 Kepaia UPTD wa3ib menerapkan kc,orciinasi, singkronrsiasi,

'cengan prinsip efekrifiras darr efesien ,jalam menyeienggai-zian
pengeioiaan UFTD.

BAts Vi

Tugas cian fungsr

Bagian Kesatu

Xcpaia UFTD

Pasal 1C
I.'epala UPTD me;npuri;-ai iugas mel:iksar:akan penda-iailn,
penetapan, penagihan, penvetoran, penerbitan surat keteranglan
pe.jak claerah dan pelapofan.

Pasal l,1
Dala;n mela1'rsana,Lra:l tugasnl-a, 1-repala uprD men;,elenggara!;an
f'-rngsi :
a= meiaksanakan pengauras3-n 3-r?_rr pe!r..!ungr_r.ra.n pe,.;ak riaer-e-h;
b. memproses keberatan wajib pajak;
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c. melaksanakan koordinasi dengan insransi terkirit dalam hal
pemungutan pzijak;

ci. membuat iaporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugars memberikan pelayanarr
teknis administrasi di lingkungan UpTD.

Pasal 13
Dalam melaksanakan tugasnya, sub. bagian tata uslaher
menyelenggarakan fungsi:
a. menJrusun rencana program dan kegiatan UpTD;
b. pcngcii-riaan adrninislrasi kepegawaian cia;rr arirninistrasi kcuang;an;
c. menylapKan cian melaKsanaKan urus;a.n rumah tangga cian.

pcriu^ngkapan;

d. rriciaksariakaii pciapur'ari i iariarr, buiariari ,jari tairurraii piijak
r l  qa ra  h

Bagian Keriga

Se.ksi Pelayanan Samsat

Pasal 14

Seksi peiayanan Samsat mempunyai tugas meiaksanak.an penciateran,
penetapan dan pemungutan paSak daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, seks;i pelayanan sarrLsat
menyeienggarakan fungsi :

a. menyusun renc€ina program dan kegiatan seksr pelayanan samsat;
b. pernberian inio.rrnasi kepacia rnasyarakal tentang pemungutan

pajak daerah;

c. mcnctapkan ciaii mcngorcksi besarnS.'a pajrak ciacrah;
ci. rircricr biikari bui<ii pciirurrgurali pajak ciac'.air,

e. menatausahaan realisasj penerimaan paris,f daerah;
f. r:lelliusui-i dall :i;elapo;.kai, ileiigguiiaaii s,iGD dan sl?piiB;
g. menJ4rsun cl.an rnelaporkan realisai pr:nerirnaan pajak-

BAB VII

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBI'RHENTIAI,{

Pasal Lb

{1i Kepala UPTD aclalail .ja'oatan eselon IIIa cliangka*" d,ar:
Ciberhen'r-ikan cieh Kepala Daerah atas usul Sekreiai-is Daei.ah
Provin si se suai peratura-n l_rerundanq- unclangan.

{2) KeBala sub bagian LaLa usaha dan kcpala seksi Bela-rianan Samsat
adalah jabatan eselon IVa diangkat dein diberhentikan oreh
Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai
peraturan perundang-undangan.
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c' meiaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam haLl
pemungutan pajak;

ci. membuat iaporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

Sub Bagian Tata Usaha mempunvai tugas memberikan peiaya.narr
teknis administrasi di lingkungan UpTD.

Pasal i3
Dalam melaksanakan tugasnya, sub. bagian tata usaheL
menyeienggarakan fungsi:
a. menJrusLln rencana program dan kegratan UpTD;
b' pengcioiaarl acintirristrasi kcpcgawaian cian aclrninistr-asi keualg,an;
c' menylapKan oan meiaksanakan urusa.n rumah tangga oan

pcrlcngkapan;

rj. rlciaksaiiakaii pciap,ui.ari iiai.iair, i;uiarraii eiari -r-aiiunart pzijak
daerali.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Samsat

Pasal 14
seksi peiayanan Samsar mempunyai tugas meiaksanakan pendataan,
penetapan dan pemungutan paJak daerah.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, seksi pelayanan Samsat
menyeienggarakan fungsi :

a. men)'usun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan Samsat;
b' pefirberian iniorrnasi kepacia rrrasyarakatt LenLang pemungLrLan

pa3ak oaerah;

c. inenctapkan dan mcngorcksi bcsarnsia pajtik ciaerah;
ai. nrcricr'biikan bukri pcrirunBu-ran pajak,jacraii,

e' menatausahaan r-ealisasi penerimaan pajal< dae: ah;
f  : - , : o : - , - - . - , , , .  J 1 - _ ,  r _ a - ! . ^ , , _ ^ _ 1  _ ^ = _i .  r i ic i t f  i . iS-L] i i  oqrr LLLwLapwLna^^ pei i$g-ui laai i  Si ipD da;: Spp]iB;

g- men\rlrsun dan melapcrkan realisai penerirnaan pajak-

BAB VII
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

pasal lb
(li F'ep*ia u;DTD n'Jalali .iabatan cseloir liia diangkat clair

d'iberheniikan oleh l"epala Dae:'ah a*ias usul Sekre.ralis Daerah
Provin si se sua_i pe ra-tura_n pe trndang_ undrangan.

i2) Kepala sub bagian LaLa usaha clan kcpaia seksi pcia,vanan Sams;al
adalah jabatan eselon IVa diangkat dan d.iberhentikan oleh
Kepaia Daerah atas usul Sekretaris Daerah provinsi sesuai
peraturan perllndan g_undangan.
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BAB VI

PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Gubernur ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Keuangan dan Aset Dae:rah
Provinsi Gorontalo.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini muiai berlarku pada tanggal 01
Januari 2OI4.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanflan

Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerrah.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN2013 NOIvIOR 65BI
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LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTI\LO
NOMOR : 6i TAHUN 2olg
TANGGAL :
TENTANG :

3; lcsc.i: ' l icr 2OL3
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEUANGAN
ASSET DAERAH PROVINSI GORONTAI,O

UI{IT
DAN

UPTB WILAYAH I

SEKSI PEI.AYANAN
KABUPATEN BONE BOI.ANGO

SEKSI PEIAYANAN
KOTA GORONTALO SEKSI PEI.AYANAN

KEC. BONE PANTAI
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LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : i j  TAHUN 2019
TANGGAL : 3i Jc*.;::],cr 2OIs
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DI\N TATA KERJA U]\IIT

PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI GOROI{TALO

UPTB WILAYAH II

SEKSI PELAYANAN
KABUPATEN GORONTALO

SEKSI PEU\YANAN
KAB. GORONT/ALO UTARA
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LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORON:TAI,,O
NOMOR : :: TAHUN 2013
TANGGAL :
TENTANG :

3C' iccc:::.i-,i:r. 2OL3
PEMBENTUKAN ORGANISASI DI\N TATA KERJA U]\IITPELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DI]VAS KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH PROVINSI GOROI\ITALO

UPTB WII,AYAH III

SUB BA(;IAN
TAT,A U:;AHA

SEKSI PEI-AYANAN
KABUPATEN
BOALEMO

SEKSI PELqYANAN
KABUPATEN POHUWATO
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